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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SIBER INDONESIA 

NOMOR: 003/1.04/USI/REK/I/2023 

TENTANG 

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SIBER INDONESIA 

 

REKTOR UNIVERSITAS SIBER INDONESIA, 

Menimbang : a. Bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang  penyelenggaraan 

pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, 

laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi; 

b. Bahwa perlu adanya pedoman perilaku bagi tenaga kependidikan 

di dalam melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan 

pendidikan di lingkungan Universitas Siber Indonesia 

c. Berdasarkan huruf b di atas perlu disusun kode etik tenaga 

kependidikan di lingkungan Universitas Siber Indonesia; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, b dan c di atas perlu dikeluarkan Peraturan Rektor  

Universitas Siber Indonesia tentang Kode Etik Tenaga 

Kependidikan. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan, beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan;  

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 

Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan 

Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 

2020; 

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 562/E/O/2021 tentang 

Pengalihan Pengelolaan Universitas Siber Indonesia di Jakarta dari 

Yayasan Brilian Indonesia Gemilang ke Yayasan Siber Indonesia 

Pratama. 

   

MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA 

KEPENDIDIKAN  UNIVERSITAS SIBER INDONESIA 
   

Pertama : Kode etik tenaga kependidikan diberlakukan bagi seluruh tenaga 
kependidikan di    Universitas Siber Indonesia; 

Kedua : Kode etik tenaga kependidikan bersifat mengikat, wajib, dan patuh 
dalam menjalankan peraturan ini; 

Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila 
ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

  

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 12 Januari 2023 

 Rektor, 

 

 

 

 
 

 

Gunawan Witjaksono, B.S.E.E, S.M.E.E, PhD, CISA, IPM 

 

 

Tembusan: 

1. Yayasan Siber Indonesia Pratama 

2. Wakil Rektor I dan II 

3. Kepala Biro/Ketua Badan 

4. Ketua Program Studi 

5. Dosen 

6. Tenaga Kependidikan 

7. Arsip 



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Siber Indonesia (Kode Etik Tendik) 

 Nomor : 003/1.04/USI/REK/I/2023 

Tanggal : 12 Januari 2023 

 
MUKADIMAH 

 
 

Perguruan Tinggi terkait dengan aspek moral dimana pendidikan terfokus kepada 

pengembangan intelektualitas, aspek pengembangan perilaku, sopan santun, yang 

bermuara dari pendidikan sanubari. Universitas Siber Indonesia sebagai salah satu 

lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan intelektualitas 

masyarakat sekaligus juga mengedepankan aspek pendidikan moral yang bermuara dari 

nilai-nilai luhur bangsa dalam Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, Tenaga 

Kependidikan sebagai salah satu komponen dalam sivitas akademika memiliki peran yang 

sangat penting dalam mendukung pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Dengan 

demikian, diperlukan semacam pedoman yang dapat memberikan rambu-rambu etika 

Tenaga Kependidikan dalam mengembangkan tugas sebagai bagian dari komponen sivitas 

akademika tersebut. 

Kode Etik Tenaga Kependidikan bertujuan untuk dapat mewujudkan atmosfir 

akademik yang menjunjung tinggi aspek moral, saling menghargai, saling peduli, jujur 

dan berdedikasi baik di luar maupun di dalam kampus. Kode Etik Tenaga Kependidikan 

diberlakukan untuk Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Siber Indonesia 

dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun bagian dari sivitas 

akademika. 



BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini yang dimaksud dengan: 

1. Universtias adalah Universitas Siber Indonesia. 

2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Siber Indonesia yang seterusnya disebut 

Cyber University sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta 

kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan 

pendidikan atas dasar pertimbangan Senat Akademik serta membina dan 

mengembangkan kehidupan akademik di lingkungan Cyber University. 

3. Komisi Etik merupakan organisasi yang bertanggung jawab kepada Senat Akademik 

dan Rektor yang bertugas dan berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran 

Kode Etik Mahasiswa. 

4. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan 

kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. 

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga 

administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 

6. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat 

hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai 

pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut 

tanggung jawab profesi. 

7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradap. Nilai-nilai dasar moral itu antara 

lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam 

menilai kebenaran. 

8. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan  

dan mahasiswa Cyber University. 

9. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu 

yang tercantum dalam Peraturan ini. 

10. Pejabat yang berwenang adalah Rektor atau Pejabat yang mendapat delegasi dari 

Rektor. 

11. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari 

orang lain dan/atau mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di 

luar ketentuan yang berlaku. 

 
Pasal 2 

1. Tenaga Kependidikan perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga 

tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, 

budaya, dan seni. 

2. Tenaga Kependidikan perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sesuai 

dengan tugas dan pekerjaannya. 

3. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak secara 



rasional, obyektif, terbuka dan jujur. 

4. Tenaga Kependidikan harus menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai 

dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. 

5. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pekerjaannya wajib mematuhi dan taat 

terhadap standar operasional dan tata kerja. 

6. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pekerjaannya wajib memberikan 

pelayanan prima kepada pihak yang membutuhkan pelayanan. 

BAB II 

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Pasal 3 

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Tenaga 

Kependidikan wajib bersikap dan berpedoman pada: 

1. Etika Tenaga Kependidikan terhadap Cyber University dan program studi; 

2. Etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat; 

3. Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri; 

4. Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan; 

5. Etika Tenaga Kependidikan terhadap dosen; dan 

6. Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa; 

 
BAB III 

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

Pasal 4 

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Cyber University dan Program Studi, meliputi: 

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku 

2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia 

3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Cyber University,     dan 

pimpinan program studi. 

4. Membangun etos kerja dan kompetensi untuk meningkatkan kinerja organisasi.  

5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam 

rangka pencapaian tujuan. 

6. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan 

kinerja organisasi. 

7. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. 

8. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan   Cyber 

University dan/atau Program Studi. 

9. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap 

kebijakan dan program Cyber University dan/atau Program Studi. 

Pasal 5 

Etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat, meliputi: 

1. Menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

2. Menjunjung norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. 

3. Menampilkan pola hidup sederhana di lingkungan masyarakat. 



4. Menghormati setiap orang tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan 

status sosial. 

5. Menjaga dan menjunjung citra Cyber University dalam berkehidupan sosial di 

masyarakat. 

6. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan ikut berkontribusi dalam 

memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat. 

 
Pasal 6 

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri, meliputi: 

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 

2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 

3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. 

4. Memiliki daya juang yang tinggi. 

5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 

6. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. 

 
Pasal 7 

Etika tenaga kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan, meliputi: 

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, 

kepercayaan, suku, ras dan status sosial. 

2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama tenaga kependidikan. 

3. Saling menghormati antara teman sejawat dalam satu unit kerja maupun antar unit 

kerja. 

4. Menghargai perbedaan pendapat. 

5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat tenaga kependidikan. 

6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama tenaga kependidikan. 

7. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas. 

 
Pasal 8 

Etika tenaga kependidikan terhadap dosen, meliputi: 

1. Membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas dengan 

memperlakukan dosen sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing; 

2. Saling menghormati dan menghargai dengan dosen berdasarkan prinsip asah, asih, 

dan asuh;  

3. Membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan 

dengan dosen. 

Pasal 9 

Etika tenaga kependidikan terhadap mahasiswa, meliputi: 

1. Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa. 

2. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan. 

3. Memberikan pelayanan secara professional,  cepat, tepat, terbuka dan adil serta 

tidak diskriminatif. 

4. Tanggap terhadap kebutuhan mahasiswa. 

5. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar kepada mahasiswa. 

6. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. 



7. Berpenampilan rapi dan sopan dalam menjalankan tugas. 

8. Seorang tenaga kependidikan dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk penerimaan 

uang/hadiah/kenang-kenangan dari mahasiswa atau orang lain yang berkaitan dengan 

tugas sebagai tenaga kependidikan. 

 

BAB IV  

PELANGGARAN 

 

Pelanggaran bagi Tenaga Kependidikan Cyber University digolongkan menjadi 3 (tiga) 

kategori, yaitu ringan, berat dan sedang. 

 

Pasal 10 

Bentuk-bentuk pelanggaran ringan, adalah: 

1. Meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin dari pimpinan; 

2. Tidak menjaga kebersihan dan kerapihan peralatan kerja atau menggunakannya                        secara 

tidak wajar; 

3. Tidak melakukan absen kerja (masuk, tengah, dan pulang) dan tidak melaporkannya 

pada hari itu juga; 

4. Menggunakan pesawat telepon, faximilie, komputer, printer untuk kepentingan  

pribadi tanpa izin; 

5. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan  

di atas. 

 

Pasal 11 

Bentuk-bentuk pelanggaran sedang, adalah: 

1. Terlambat hadir 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan; 

2. Mangkir selama 2 hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu  bulan; 

3. Menjalankan usaha pribadi di lingkungan kantor; 

4. Menempel atau mengedarkan pamflet/selebaran di lingkungan kantor tanpa izin 

5. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya tanpa izin; 

6. Melakukan tindakan yang dapat merugikan rekan kerja, bawahan atau orang lain di 

dalam lingkungan kerja. 

 
Pasal 12 

Bentuk-bentuk pelanggaran berat, adalah: 

1. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan asset 

atau dokumen berharga milik kampus secara tidak sah; 

2. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan CYBER University; 

3. Melakukan perundungan (bullying) dan intoleransi kepada dosen, karyawan, dan 

mahasiswa; 

4. Melakukan plagiarisme dan melanggar hak royalti orang lain; 

5. Memberikan dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak lain di 

lingkungan Cyber University untuk memperoleh keuntungan; 

6. Berbuat sesuatu dengan sengaja yang dapat mengancam keselamatan teman sekerja 

atau orang lain dalam lingkungan Cyber University; 

7. Membocorkan atau menyalahgunakan akun untuk masuk ke sistem informasi yang ada 



di lingkungan kampus kepada pihak lain; 

8. Mabuk akibat minuman keras, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-

obatan terlarang atau obat-obat perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan 

perundang-undangan; 

9. Membawa, menyimpan, mengedarkan atau memperdagangkan narkotika dan obat- 

obat berbahaya di lingkungan Cyber University; 

10. Menganiaya, mengancam, menghina secara kasar pimpinan, keluarga pimpinan            atau 

teman sekerja; 

11. Menyebarkan paham dan mengikuti kegiatan/organisasi terlarang oleh pemerintah 

baik di dalam maupun di luar kampus; 

12. Mengakses sistem informasi Cyber University secara ilegal; 

13. Membocorkan soal ujian atau kunci jawabannya; 

14. Pemalsuan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan Cyber University; 

15. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya 

untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; 

16. Melakukan kelalaian, menyelewengkan atau menyalahgunakan penggunaan dana atau 

fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian pihak  

kampus maupun pihak lain; 

17. Memalsukan dokumen akademik; 

18. Memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata tajam, minuman keras, 

atau obat terlarang di lingkungan kampus; 

19. Berpacaran di lingkungan kampus dengan rekan sejawat, dosen atau mahasiswa 

yang melanggar norma dan kesopanan; 

20. Melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan 

individu di dalam dan di luar lingkungan kampus; 

21. Melakukan fitnah dan adu domba antar sivitas akademika; 

22. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan        

di atas. 

BAB V 

PENEGAKAN KODE ETIK 

Pasal 13 

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka kode etik ini dijadikan sebagai 

bagian dari tata tertib yang berlaku di Cyber University. 

2. Komisi Etik bertanggungjawab terhadap penegakan Kode Etik Tenaga  Kependidikan. 

3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Etik dilingkungan Cyber University. 

4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal, sebagai berikut: 

a. Seluruh sivitas akademika tunduk kepada kode etik yang berlaku; 

b. Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses 

pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; 

c. Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap 

proses pemeriksaan; 

d. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan dari pihak lain 

hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang 

terjadinya pelanggaran Kode Etik; 



e. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada Tenaga Kependidikan apabila disertai dengan 

bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik; 

f. Apabila terdapat pelanggaran hukum, maka penanganannya dapat diserahkan 

kepada pihak yang berwajib; 

g. Hasil keputusan sidang Komisi Etik bersifat final dan mengikat. 

5. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan oleh siapapun di lingkungan Cyber 

University       ; 

6. Komisi Etik berwenang menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan 

pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan. 

 

Pasal 14 

1. Setiap sivitas akademika di lingkungan CYBER University yang mengetahui 

terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada 

Komisi Etik atau Pimpinan unit kerja dengan disertai bukti permulaan yang cukup; 

2. Pimpinan unit kerja melaporkan pelanggaran kode etik kepada Komisi Etik; 

3. Komisi Etik melakukan pemanggilan terhadap Tenaga Kependidikan yang 

bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan 

dimintai keterangan; 

4. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia; 

5. Hasil keputusan sidang etik direkomendasikan kepada Pimpinan CYBER University 

sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan sanksi; 

6. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan  kepada 

Rektor sebagai laporan; 

7. Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses 

pemeriksaan; 

8. Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses 

pemeriksaan; 

9. Komisi Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak 

melebihi 22 (dua puluh dua ) hari kerja. 

 

BAB VI 

SANKSI 

 

Pasal 15 

1. Setiap Tenaga Kependidikan Cyber University yang melanggar kode etik, disiplin, 

tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi; 

2. Sanksi untuk pelanggaran ringan yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan  dapat 

berupa teguran lisan, membuat surat pernyataan dan teguran tertulis; 

3. Sanksi untuk pelanggaran sedang yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan 

dapat berupa surat peringatan; 

4. Sanksi untuk pelanggaran berat yang dikenakan kepada Tenaga Kependidikan dapat 

berupa: 

a. Penghentian insentif; 

b. Penundaan kenaikan gaji berkala; 

c. Penundaan kenaikan pangkat; 



d. Penurunan jabatan (demosi); 

e. Pembebasan tugas; 

f. Pemutusan hubungan kerja. 

5. Penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dilakukan oleh Rektor Cyber 

University atau Ketua Program Studi; 

6. Penjatuhan sanksi terkait dengan pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh 

Yayasan melalui surat keputusan; 

7. Penjatuhan sanksi selain teguran lisan ditetapkan dengan surat keputusan. 

 
Pasal 16 

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat ditambah dengan beban penggantian 

kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam 

Keputusan ini. 

BAB VII  

REHABILITASI 

 

Pasal 17 

1. Rehabilitasi atau pemulihan nama baik dapat dilakukan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan ditemukan bukti-bukti 

pendukung yang menyatakan bahwa Tenaga Kependidikan yang dikenakan sanksi 

tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan; 

2. Rehabilitasi dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka berdasarkan keputusan 

Rektor atas pertimbangan Komisi Etik. 

 

BAB VIII  

PENUTUP 

 

Pasal 18 

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dengan keputusan 

tersendiri. 

2. Kode etik ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal penetapan surat keputusan rektor 

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

3. Setiap Tenaga Kependidikan harus memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode 

Etik Tenaga Kependidikan ini. 

 
Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 12 Januari 2023 

 Rektor, 

 
 

 

 
 

 

Gunawan Witjaksono, S.M.E.E, B.S.E.E, PhD, CISA, IPM 
 


